
Mengingat

a. bahwa Kabupaten Bima mempunyai kewenangan dalam
penyelenggaraan tarusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b. bahwa perkembangan pembangunan jalan dan sarana
umum di Kabupaten Bima mengalami perkembangan yang
cukup signiftkan;

c. bahwa pengaturan mengenai pedoman pemberian nama
jalan dan sarana umum, dilakukan untuk memberi
kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat
dalam memberikan nama jalan dan sarana umum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Nama
Jalan dan Sarana Umum di WilayahKabupaten Bima;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,
Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Tahun 2009 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5023);"
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4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik.Indonesia Tahun 2006
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4655);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5221);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun
2014 tentang Rambu Lalu Lintas;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Keputusan Gubernur Nusa 'I'enggara Barat Nomor : 620-
351 Tahun 2016 tentang Status Ruas Jalan Provinsi Nusa
Tenggara Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima
Tahun 2011- 2031;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima
Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bima Nomor76);

15. Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/388/06.9/2017
tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten Bima;

 



Pasal2
(1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum adalah untuk

memberikan identitas terhadap jalan dan sarana umum guna
mencerminkan semangat dan filosofimasyarakat Kabupaten Bima.

(2) Tujuan pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai berikut:
a. untuk menertibkan penamaanjalan dan sarana umum;
b. untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
c. untuk mengiventarisir nama-nama jalan dan sarana umum di

daerah: n~n

BASD
MAKSUD DAIf TUJUAIf

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan ;
a. Daerah adalah Kabupaten Bima;
b. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

c. Bupati adalah Bupati Bima;
d. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
e. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha,

perseorangan atau kelompokmasyarakat untuk kepentingan sendiri;
f. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan

dan/ atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan;
g. .Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang

tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang
menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar
ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar
pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan
sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;

h. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang
menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat
pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta
menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota;

i. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang
menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaterr/kota, atau
antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;

j. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan
jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan
strategis nasional, serta jalan tol;

BABI
KETEJJTUAR UIIUltI

PERATURAlt BUPATI BIllA TERTAlfG· PEDOIU.R
PEMBERIAN NAIIA JALAlI DAlI SARANA UMUM DI
W1LAYAHKABUPATEK BIllA.

Menetapkan

 



Pasal 5
PemberianNamaJalan dan Sarana Umumdi Daerah, dapat diambildari:
a. Namapahlawannasional atau tokohnasional;
b. Nama pahlawanj'tokoh masyarakat Daerah yang telah berjasa bagi

Daerah;
c. Namafloradan fauna;
d. Nama yang mencerminkan membangun kegotongroyongan,persatuan

dan kesatuan bangsa dan Daerah;dan/ atau
e. Namalain sesuai dengankarakteristikdan budayaDaerah.

BABV
PENGGUNAAN NAMA PADA JALAlf DAN SARANA UMUM

(1) Setiap jalan dan sarana umum yang ada dalam wilayah Kabupaten
Bimahams diberinama.

(2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal4

BABIV
KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUII

(1) Jenis jalan terdiri dari :
a. Jalan Nasional;
b. Jalan Provinsi;
c. Jalan Kabupaten;dan
d. Jalan Lingkungan/Desa.

(2) .Jenissarana umum terdiri dari:
a. TempatOlahraga;
b. Taman dan Hutan Kota:
c. Alun-alunKota;
d. TempatRekreasidan Tempat

Wisata;dan
e. Sarana Umumlainnya.

Pasal3

RABBI
JENiS JALAlf DAN SARAlIA UMUltI

d. untuk mengenang nama-nama pahlawan, danj'atau
mengabadikan nama-nama flora, fauna, geografis 'dan benda
benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan
keunikan tertentu.

 



Pasal9
(1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papanjplat nama

menjadi kewenanganPemerintah Daerah.
(2) Setiap nama jalan harus diberi tiang dan papanjplat nama yang sarna

pada masing-maeing yjun_gjalan terse but.
(3) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papanj plat nama

yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh
pengembang selama fasilitas jalan itu belum diserahkan kepada
pemerintah daerah.

Pasal8
(1) Setiapjalan dan sarana umum yang telah diberi nama wajibdipasangkan

tiang papan nama.

(2) Tulisan nama jalan dan sarana umum menggunakan huruf latin.
(3) Selainmenggunakanhuruf latin, nama jalan dan sarana umumdapat

ditambahkan dengan menggunakan huruf aksara bima.

BAB VII
T1ANG, PAPAIf NAMA DAN TULISAN

Pasal'1
(1) Bupati membentuk Tim Teknis Pemberian Nama Jalan dan Sarana

Umum diWilayahKabupatenBima;
(2) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

KeputusanBupati.

Pasa16
Pengajuan pemberian nama jalan dan sarana umum diajukan secara
tertulis kepada Bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif
nama beserta.alasan dan latar belakangusulan dimaksud.

(2) Pengajuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1),dapat diusulkan oleh:
a. PemerintahDaerah;
b. Tokohmasyarakat, Camat, pemuka agama dan pemangkuadat;
c. Keluargajahli waris dari tokoh pejuang dan atau tokoh masyarakat

yang berjasa kepada bangsa dan negara serta.Daerah;
d. . Kelompokmasyarakat danj atau LembagaSwadayaMasyarakat;
e. Perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di

kawasan pemukimanyang dibangunnya;danj atau
f. Badan usaha swasta sejenisnya.

BABVI
TAT A CARA PERSETUJUAIf PEN.AIIAAK JALAB DAIf SARAXA UIIUII

 



Drs. H. M. TAUFIK HAK.M. Si
PembinaUtama Madya(IV/d)
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BERITA DAERAH KABUPATEN BlMA TAHUN .~ ... NOMOR .1.9.7

8EKRETARIS DAERAB KABUPATElf BIllA

2019
Diundangkan : Bima
Pada tanggal :

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal :,:1.8 -JOnc.nn· - 2019

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

BABIX
KETElfTUAK PElfUTUP

Pasalll

PasalIO
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, nama-nama jalan dan
sarana umum di Kabupaten Bima yang telah ada tetap berlaku
sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Nama-nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Bima yang
belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan
dengan Peraturan Bupati ini.

BAS VIII
KETElfTUAK PERALIHAlf

 


